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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
16 ط Ṭ  
2 ب B 17 ظ Ẓ  
3 ت T 18 ع „ 
4 ث Ṡ  19 غ G 
5 ج J 20 ف F 
6 ح H 21 ق Q 
7 خ Kh 22 ك K 
8 د D 23 ل L 
9 ذ Ż 24 م M 
10 ر R 25 ن N 
11 ز Z 26 و W 
12 س S 27 ه H 
13 ش Sy 28 ء ‟ 
14 ص Ṣ  29 ي Y 
15 ض Ḍ     
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2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 
diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 
tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin 
 َ Fatḥah A 
 ِ Kasrah I 
 ُ Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 
gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
 َي  Fatḥah dan ya Ai 
و  َ Fatḥah dan wau Au 
Contoh: 
فيك   : kaifa  
 لوه:  haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat 
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
اَ/ ي Fatḥah dan alif atau ya Ā 
ي ِ Kasrah dan ya Ī 
ي ُ Dammah dan wau Ū 
 
Contoh: 
َلاَق  : qāla 
ىَمَر : ramā 
َلْيِق : qīla 
ُلْوُقَي : yaqūlu 
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4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h.  
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 
ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
ْلاَفْطاَلْا ُةَضْوَر : rauḍah al-aṭ fāl/ rauḍatul aṭ fāl 
ةَرّوَنُمْلا ُةَنْيِدَمْلَاْ   : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
   al-Madīnatul Munawwarah 
ْةَحْلَط  : Ṭalḥah 
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Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa 
tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan 
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa 
Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; 
dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan 
Tasawuf.  
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 BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
       Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan 
dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa 
keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu 
jaringan pasar keuangan (financial market), institusi, sektor usaha, 
rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta 
dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi 
sistem keuangan tersebut. Pada dasarnya fungsi pokok sistem 
keuangan adalah mengalihkan dana (loanable funds) dari penabung 
atau unit surplus kepada peminjam atau unit defisit. Sistem 
keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara 
yang berperan dalam melakukan aktivitas dalam berbagai jasa 
keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Di 
lndonesia dikenal dua jenis sistem keuangan, yaitu sistem 
perbankan dan sistem lembaga keuangan yang bukan bank (Rivai 
dkk., 2007: 17-18). 
       Perkembangan zaman yang semakin  maju sekarang membuat 
sektor perbankan semakin meningkat terutama pada perbankan 
yang berlandaskan prinsip lslam yang sangat terasa perkembangan 
keberadaannya.  Perbankan syariah memiliki penggunaan operasi 
yang berbeda dengan perbankan konvensional. Apabila pada 
perbankan konvensional menggunakan operasi berlandaskan bunga 
yang mengandung riba, sedangkan perbankan syariah 
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menggunakan operasi yang berlandaskan bagi hasil dengan prinsip 
lslam. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia 
jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai 
lslam,  khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan 
spekulatif dan nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari 
hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip 
keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank 
syariah sering disamakan dengan bank tanpa bunga.  Bank syariah, 
selain dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI). Artinya, 
operasi bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Sistem 
operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang 
merupakan salah satu pembeda dengan bank konvensional (Rivai 
dkk., 2007: 759). 
       Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), 
Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS), pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama 
dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan 
penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan 
lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, 
UUS dan BPRS harus didasarkan pada prinsip syariah. 
Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum 
lslam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai 
variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih 
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banyak dibandingkan produk bank konvensional (Soemitra, 2009: 
72). 
       Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat 
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan 
kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah 
seutuhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses 
konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah memulai berbagai 
macam tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK 
akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari 
Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha 
dari sistem konvensional ke sistem syariah menyeluruh. 
       Mekanisme pengelolaan PT. Bank Aceh Syariah mengadopsi 
pada sistem menejemen perbankan syariah, yaitu yang beroperasi 
layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dalam menawarkan 
berbagai macam produk dan pelayanan jasa. Salah satu produk 
yang ditawarkan pada PT. Bank Aceh Syariah yaitu produk 
pembiayaan yang terdiri dari: pembiayaan mudarabah, pembiayaan 
murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam, 
pembiayaan istishna, pembiayaan wakalah, pembiayaan ijarah, 
pembiayaan rahn, dan pembiayaan qardhul hasan. 
       Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) 
Lampriet Kota Banda Aceh hadir untuk memberikan pelayanan 
kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
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sesuai dengan perkembangan saat ini. Hal ini dapat dilakukan 
dengan meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan yang 
sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. 
       Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh KPO 
Lampriet adalah Pembiayaan Gadai Emas dengan Produk Qardh 
Beragun Emas yang menggunakan prinsip syariah dengan 
menggunakan akad rahn, qardh dan ijarah. Akad rahn di sini untuk 
menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas 
pinjaman yang diterimanya. Akad qardh adalah pemberian harta 
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau 
dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. 
Sedangkan untuk akad ijarah adalah pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 
pemindahan hak atas kepemilikan suatu barang. 
       Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
dilakukan dengan cara penyerahan hak penguasaan secara fisik atas 
barang berharga yang hanya berupa emas perhiasan, 
lantakan/batangan dan batangan bersertifikat. Kelebihan dari emas 
adalah harganya yang tidak mudah jatuh baik dari jenis 
lantakan/batangan dan perhiasan beserta aksesoris lainnya. Berbeda 
dengan lembaga non keuangan bank lainnya yang menerima 
berbagai jenis barang jaminan baik barang bergerak maupun tidak 
bergerak yang harganya akan mudah turun seiring berjalannya 
waktu. 
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       Pembiayaan gadai emas syariah secara langsung adalah sebuah 
bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh 
lembaga keuangan konvensional dalam mencari keuntungan. 
Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan 
perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan 
riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang 
dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan yang dapat 
memperalat dan memakan harta orang lain (Qardawi, 1997: 184).  
       Pembiayaan produk qardh beragun emas adalah solusi tepat 
dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat segera yang sesuai 
dengan prinsip syariah. Dengan proses pencairan yang sangat cepat 
dan mudah bagi calon nasabah yang membutuhkan dana jangka 
pendek serta dapat dilunasi kapan saja sebelum waktu jatuh tempo 
dengan pengembalian biaya sewa (ujrah) jika dilunasi lebih cepat 
dan dapat diperpanjang jangka waktu pelunasannya. 
       Sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan, hendaklah 
calon nasabah terlebih dahulu harus melengkapi beberapa 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Aceh Syariah 
KPO. Jika nasabah tersebut telah memenuhi persyaratan maka 
nasabah layak untuk diproses kembali oleh pihak Bank Aceh 
Syariah KPO dengan melakukan peninjauan penilaian dan 
penelitian terhadap agunan yang telah diberikan oleh nasabah. 
       Setelah itu agunan akan dinilai oleh petugas penafsir untuk 
mengetahui jumlah pembiayaan maksimal yang didapatkan 
nasabah. Penilaian suatu agunan yang diberikan nasabah kepada 
6 
 
 
petugas penasfir harus sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan oleh  pihak Bank Aceh Syariah KPO. 
       Produk Pembiayaan Qardh Beragun Emas Pada PT. Bank 
Aceh Syariah Lampriet Kota Banda Aceh baru berjalan delapan 
bulan terhitung sejak bulan April 2018 dengan jumlah nasabah 
sebanyak 60 orang. 
       Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin 
penulis bahas dalam penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) 
berjudul “Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk 
Qardh Beragun Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor 
Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh.” 
 
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 
Adapun tujuan penulis membuat Laporan Kerja Praktik adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penilaian kelayakan 
pembiayaan produk Qardh beragun emas pada PT. Bank 
Aceh Syariah. 
b. Untuk mengetahui kelebihan/keunggulan dari pembiayaan 
produk Qardh beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah. 
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 
Adapun hasil Laporan Kerja Praktik ini diharapkan mempunyai 
kegunaan bagi: 
a. Khazanah llmu Pengetahuan 
Kegunaan Laporan Kerja Praktik bagi khasanah ilmu 
pengetahuan atau lingkungan kampus adalah untuk 
membangun komunikasi secara akademik antara mahasiswa 
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D-lll Perbankan Syariah dengan pihak lembaga keuangan 
syariah khususnya pihak PT. Bank Aceh Syariah KPO, 
tempat penulis melakukan kerja praktik. Diharapkan hasil 
kerja praktik ini akan menjadi sumber bacaan bagi 
mahasiswa D-lll Perbankan Syariah. 
b. Masyarakat  
Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan 
pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat luas 
mengenai prosedur penilaian kelayakan pembiayaan produk 
Qardh beragun emas Bank Aceh agar dapat meningkatkan 
minat nasabah.  
c. Instansi Tempat Kerja Praktik 
Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan saran 
bagi instansi perbankan dan menjalin hubungan kerja sama 
yang baik antara pihak instansi perbankan dengan 
universitas. 
d. Penulis 
Laporan ini berguna untuk menambah pengetahuan penulis 
serta memahami praktik yang ada di lapangan serta dapat 
menambah wawasan bagi penulis dalam mengaplikasikan 
teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dengan 
praktik secara langsung di lapangan selama menjalani 
kegiatan kerja praktik (job training). 
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1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik 
       Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan Laporan 
Kerja Praktik penulis mengklasifikasikan bagian-bagian bab 
sebagai berikut : 
       Bagian awal sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik 
terdiri dari lembar judul yaitu prosedur penilaian kelayakan 
pembiayaan produk qardh beragun emas pada PT. Bank Aceh 
Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda 
Aceh, pernyataan keaslian, lembar persetujuan seminar, lembar 
pengesahan hasil seminar, kata pengantar, halaman transliterasi, 
daftar isi, ringkasan laporan dan daftar lampiran. 
       Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri 
dari bab satu yang berisikan pendahuluan meliputi: latar belakang, 
tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik 
meliputi: khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat 
kerja praktik dan penulis, selanjutnya baru sistematika penulisan 
kerja praktik. 
       Pada bab dua penulis ingin menjelaskan sejarah singkat 
mengenai PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional (KPO) 
Lampriet Kota Banda Aceh dari awalnya berdiri hingga sampai 
berkembang saat ini. 
       Di bagian bab tiga penulis memaparkan hasil kerja praktik 
yang dilakukan selama dua bulan pada PT. Bank Aceh Syariah 
Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Kota Banda Aceh dan 
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selanjutnya penulis juga memaparkan penyesuaian antara teori dan 
kerja praktik di lapangan. 
       Pada bab empat penutup penulis memaparkan kesimpulan dari 
inti pokok yang sudah terjawab tujuan dari Laporan Kerja Praktik. 
Penulis juga menyampaikan saran dan dinyatakan dalam bentuk 
kata-kata yang bersifat operasional serta ditujukan kepada para 
pengambil kebijakan. Bagian akhir sistematika penulisan Laporan 
Kerja Praktik meliputi: Daftar Pustaka, SK Bimbingan, Lembaran 
Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Selesai Kerja Praktik, 
Lembar Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.  
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BAB II 
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 
 
2.1  Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
       Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di 
Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Peralihan Provinsi Atjeh 
(sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh Darussalam). Setelah 
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan 
Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat 
Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa 
orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mulia Pangihutan 
Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu 
bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT. Bank 
Kesejahteraan Atjeh, NV (Naamloze Vennootschap)” dengan 
modal dasar ditetapkan Rp25.000.000. 
       Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 
Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat 
Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari 
Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 
tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh 
NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris 
terdiri atas Teuku  Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad 
Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya  Undang-
Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah 
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yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan 
Undang-Undang tersebut. 
       Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat 
peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum 
berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam 
Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank 
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan 
pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah 
dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.  
       Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 
1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat 
Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksaan Pengalihan 
PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan 
Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, bentuk hukum, hak dan 
kewajiban dan lainnnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 
Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank 
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. 
       Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank 
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah 
beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), 
yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, 
Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 
1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Aceh No. 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang perubahan 
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Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 
menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang 
telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 
1999.  
       Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah 
menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank 
Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program 
rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang 
ditetapkan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik 
Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 
dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang 
pelaksaan program Rekapitalisasi Bank Umum, yang 
ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi 
antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. 
BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.  
       Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas 
ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 
21 April 1999, bernama PT. Bank Pembangunan Aceh Daerah 
Istimewa Aceh disingkat PT. BPD Aceh. Perubahan tersebut telah 
disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan 
Nomor C 8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte 
Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. BPD Aceh sebesar 
Rp150 milyar.  
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       Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 
30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank Aceh 
ditambah menjadi Rp500 milyar.  
       Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di 
Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar 
kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 (satu triliun 
lima ratus milyar rupiah) dan perubahan nama Perseroan menjadi 
PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaa No. AHU-
44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. 
Perubahan nama menjadi  PT. Bank Aceh telah disahkan oleh 
keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 
tanggal 29 September 2010.  
       Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan 
diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpd/BNA tanggal 19 
Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah 
Bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan 
kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 
tanggal 5 November 2004. 
       Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat 
RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 
Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan 
kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah 
seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut 
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proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan 
Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan 
proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh 
mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner 
OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem 
konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.  
       Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. Keputusan 
No.44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin 
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi 
Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung 
oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini 
Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra 
di Kota Banda Aceh.  
       Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiataan 
operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah 
diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari 
dikeluarkannya keputusan. Perubahan sistem operasional 
dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada 
seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut 
Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat 
dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 
11/15/PBI/2009. 
       Sejak musibah kebakaran yang menghanguskan gedung Kantor 
Pusat Operasional (KPO) Bank Aceh di jalan Tgk Daud Beureuh 
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Banda Aceh pada tanggal 22 April 2015 pagi hari, memaksa 
Direksi untuk mengambil langkah cepat dengan memindahkan 
layanan operasional termasuk transaksi SP2D (Surat Perintah 
Pencairan Dana) ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jeulingke, 
jalan Tgk Nyak Arief, Banda Aceh. 
       Informasi pemindahan pusat pelayanan tersebut disampaikan 
Direksi PT. Bank Aceh kepada nabasah,  mitra kerja, dan 
masyarakat sehubungan musibah yang dihadapi bank tersebut. 
Untuk sementara waktu KCP Jeulingke ditunjuk sebagai KPO 
induk, sedangkan untuk layanan masyarakat disebar di seluruh 
Capem Bank Aceh, termasuk di Unit Syariah. Para teller yang 
selama ini bertugas di KPO juga akan disebar ke seluruh Capem 
untuk membantu operasional bank.  
       Setelah menumpang di cabang terdekat, akhirnya Bank Aceh 
KPO kembali bangkit. Dalam ulang tahunnya yang ke-43, tanggal 
6 Agustus 2016, Bank Aceh telah berhasil memperoleh izin dari 
OJK untuk menerapkan konversi. Untuk menunjang pelayanan 
nasabah maka Bank Aceh Syariah KPO direlokasikan  dikawasan 
Lampriet tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin 
(RSUZA). Relokasi PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Kota 
Banda Aceh dilakukan pada hari Jumat 19 Agustus 2016.  
       Adapun Visi pada PT. Bank Aceh Syariah KPO adalah 
Menjadi Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan 
di Indonesia, mewujudkan PT. Bank Aceh Syariah menjadi bank 
yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat 
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memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan 
masyarakat, sedangkan untuk Misi adalah: 
1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung 
agenda pembangunan daerah. 
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI 
(Teknologi Informasi) untuk semua segmen nasabah, 
terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, 
maupun korporasi. 
3. Menjadikan bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan 
stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam 
muamalah secara komprehensif (syumul). 
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham 
dan masyarakat Aceh umumnya.  
5. Menjadikan perusahaan pilihan utama bagi professional 
perbankan syariah di Aceh.  
       Selain itu, moto PT. Bank Aceh Syariah yang menjadi 
landasan kuat dalam melayani nasabah adalah “Kepercayaan dan 
Kemitraan”.                                                                                                                                                                
       Dalam rangka mengembangkan visi dan misi bank tersebut, 
setiap karyawan dan manejemen harus dapat menganut, meyakini, 
mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (corporate 
values) berlandaskan kepada budaya Aceh yang kental dengan 
nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang 
sekarang diadopsi dalam ISLAMI: 
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a) Integritas 
Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung 
jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten. 
b) Silaturrahmi 
Silaturrahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan 
kemitraan dengan nasabah serta stakeholders. 
c) Loyalitas 
Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang baik 
kepada nasabah. 
d) Amanah 
Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan 
memenuhi janji kepada nasabah. 
e) Madani 
Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan 
bank secara terus menerus. 
f) Ikhlas 
Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus 
dalam bekerja dan pengabdian (bankaceh.co.id, 2018). 
 
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KPO   
     Lampriet 
       Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap 
karyawan secara posisi yang ada pada setiap perusahaan dalam 
menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. 
PT. Bank Aceh Syariah KPO memiliki struktur organisasi sebagai 
berikut:  
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Gambar 2.1 
Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
 
Sumber: PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
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2.3 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
       Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan 
sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam instansi 
tersebut dan juga bidang-bidang yang terdapat pada instansi atau 
perusahaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik dan benar. 
       Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan selalu ada bagian-
bagian yang mengatur jalurnya kegiatan suatu instansi untuk 
keperluan kegiatannya, sehingga masing-masing bagian dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. 
Tabel 2.1 
Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
Berdasarkan Posisi Kerja 
 
Jabatan Jumlah Karyawan 
Pimpinan 1 Orang 
Wakil Pimpinan 2 Orang 
Kepala Bagian 9 Orang 
Karyawan (i) 47 Orang 
Security 18 Orang 
Office Boy  9 Orang 
Supir 6 Orang 
Jumlah 92 Orang 
 
       Tabel 2.1 berisikan tentang jumlah seluruh karyawan yang 
berada pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional 
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(KPO) Lampriet Kota Banda Aceh berdasarkan urutan posisi kerja, 
yaitu di KPO sendiri memiliki 1 pimpinan untuk mengatur 
keseluruhan kinerja Bank Aceh Syariah yang termasuk di dalamnya 
kantor-kantor cabang dan kantor cabang pembantu (kcp). Wakil 
pimpinan (wapim) ada 2 orang dibagi berdasarkan bagian unit 
kerja, untuk bagian front office dipantau oleh wapim operasional 
sedangkan untuk back office dipantau oleh wapim bisnis 
pemasaran. Tugas wapim akan dibantu oleh kepala-kepala bagian 
ditiap unit kerja sebanyak 9 orang dengan pegawai/karyawan yang 
dibawahi oleh kepala bagian. Untuk jumlah karyawan sebanyak 47 
orang, security atau petugas keamanan sebanyak 18 orang, office 
Boy sebanyak 9 orang, dan supir sebanyak 6 orang. 
Tabel 2.2 
Jumlah Karyawan PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet 
Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin Jumlah Karyawan 
Laki-laki 72 Orang 
Perempuan 23 Orang 
Jumlah 92 Orang 
(Sumber Data, Bagian Umum PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet, 2018) 
       Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
untuk total keseluruhan jumlah karyawan (i) pada PT. Bank Aceh 
Syariah KPO Lampriet adalah sebanyak 92 Orang, dengan jumlah  
 
karyawan lelaki sebanyak 72 karyawan dan 23 karyawan 
perempuan.   
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2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet  
       PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet dalam menjalankan 
usahanya memiliki berbagai macam produk dari penghimpun dana, 
penyaluran dana, dan menerima pelayanan jasa lainnya. Produk-
produk tersebut adalah antara lain: 
2.3.1 Penghimpun Dana 
       Penghimpun dana adalah kegiatan utama bank untuk 
mendapatkan dana dari masyarakat melalui produk-produk 
penghimpun dana yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk penghimpun dana 
yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet yaitu 
sebagai berikut: 
1) Tabungan Firdaus iB  
Tabungan Firdaus iB adalah salah satu produk penghimpun dana 
yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip 
mudarabah. Dana yang di investasikan oleh nasabah dapat 
dipergunakan oleh bank yang diberi kuasa penuh untuk 
menjalankan usahanya tanpa batas dan syarat-syarat yang berlaku, 
dengan setoran awal Rp100.000,- dan saldo minimum Rp50.000,-. 
2) Tabungan Simpeda iB 
Tabungan Simpeda iB merupakan singkatan dari “Simpanan 
Pembangunan Daerah” dapat digunakan oleh siapa saja, dengan 
setoran awal sebesar Rp100.000,- dan saldo minimum Rp50.000,-. 
Tabungan ini menggunakan akad mudarabah dan penabung 
simpeda akan mendapatkan poin undian regional dan nasional. 
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3) Tabungan Seulanga iB 
Tabungan Seulanga iB adalah salah satu produk penghimpun dana 
yang diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip 
mudarabah, dana yang di investasikan oleh nasabah dapat 
dipergunakan oleh pihak bank yang diberi kuasa penuh dengan 
menjalankan usahanya, dengan setoran awal dan setoran minimum 
sebesar Rp50.000,- yang juga menggunakan sistem perhitungan 
poin yang memberikan reward atau hadiah kepada nasabah. 
4) TabunganKu iB 
TabunganKu iB adalah tabungan yang diperuntukkan untuk 
perorangan khususnya untuk pelajar batas usia 17 tahun dengan 
persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh 
bank-bank di Indonesia untuk budaya menabung, serta 
meningkatkan kesejahteraan yang menggunakan akad mudarabah 
dan setoran awal sebesar Rp20.000,- dan untuk setoran selanjutnya 
mulai Rp10.000,-. 
5) Tabungan Sahara iB 
Tabungan Sahara iB (Sarana Haji dan Umrah) merupakan tabungan 
yang disediakan untuk perorangan yang mampu dan ingin 
menunaikan ibadah haji dan umrah, produk ini dipergunakan oleh 
bank dengan izin nasabah, di mana bank menjamin akan 
mengembalikan titipan nasabah sebesar titipan pokok, dengan 
menggunakan akad wadiah yad dhamanah dengan setoran awal 
Rp500.000,-. 
6) Tabungan Aneka Guna iB 
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Tabungan Aneka Guna iB adalah tabungan yang menggunakan 
akad mudarabah, dan diperuntukkan untuk siapa saja dengan 
setoran awal hanya sebesar Rp20.000,- anda telah menjadi nasabah 
Bank Aceh. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh 
kantor Bank Aceh.  
7) Tabungan Simpeda iB 
Tabungan SIMPEDA (Simpanan Daerah) merupakan tabungan 
yang dengan setoran awal sebesar Rp100.000,- anda telah menjadi 
nasabah Bank Aceh Syariah dengan pemotongan rata-rata perbulan 
yang kompetitif, memiliki kemampuan untuk mendapatkan 
keuntungan nisbah (bagi hasil) yang lebih besar. 
8) Deposito Sejahtera iB 
Deposito Sejahtera iB adalah merupakan investasi berjangka waktu 
dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang 
pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad 
mudarabah muthlaqah, yaitu akad antara pihak pemilik dana 
(sahibul mal) dengan pengelola dana (mudarib). Pihak nasabah 
berhak memperoleh keuntungan bagi hasil yang optimal sesuai 
nisbah yang tercantum dalam akad. Biasanya pihak bank 
mengumumkan nisbah antara bank dan nasabah pada papan dalan 
ruangan bank. Bagi hasil dapat ditarik setiap bulan atau waktu jatuh 
tempo sertifikat. 
2.3.2 Penyaluran Dana 
       Penyaluran dana adalah kegiatan menyalurkan dana yang 
dimiliki oleh bank kepada pihak-pihak atau masyarakat yang 
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membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu PT. 
Bank Aceh Syariah KPO Lampriet menawarkan beberapa pilihan 
produk yang tergolong penyaluran dana yang disebut pembiayaan, 
dan produk jasa perbankan yaitu: 
1) Pembiyaan Mudarabah  
Pembiayaan Mudarabah adalah akad kerja sama antara bank selaku 
pemilik dana (sahibul mal) dengan nasabah selaku (mudarib) yang 
mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu 
usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dibagi bersama 
berdasarkan nisbah yang disepakati. Akad mudarabah digunakan 
oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan 
bagi nasabah guna menjalankan usaha dengan cara melakukan 
penyertaan modal bagi usaha yang membutuhkan permodalan dari 
Bank Aceh Syariah. 
2) Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk mata 
uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah 
dengan akad musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau 
lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Kedua pihak memberikan 
kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasi 
keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam 
akad. 
3) Pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, 
di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada 
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pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan 
mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah 
tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya 
dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual 
(Ismail, 2011:138). 
4) Gadai Emas Syariah  
Gadai Emas Syariah dengan Produk Qardh Beragun Emas 
menggunakan prinsip syariah dengan mengikat ketiga akad yaitu 
qardh, rahn dan ijarah, yaitu dilakukan dengan penyerahan hak 
penguasaan secara fisik atas barang berharga yang hanya berupa 
emas dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan 
yang diterima. Qardh beragun emas adalah solusi tepat dalam 
memenuhi dana yang bersifat segera yang sesuai dengan prinsip 
syariah (bankaceh.co.id, 2018). 
2.3.3 Pelayanan Jasa Lainnya 
       Kegiataan bank selain menghimpun dana dan menyalurkan 
dana juga menyediakan jasa lainnya, hal ini bertujuan untuk 
memudahkan nasabah dalam melakukan transaksinya. Dengan 
banyaknya penawaran jasa layanan dari bank maka akan membuat 
nasabah merasa nyaman. Pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. 
Bank Aceh Syariah KPO Lampriet adalah: 
 
1) ATM (Automatic Teller Machine) 
ATM (Automatic Teller Machine)  merupakan  sebuah fasilitas 
layanan bank syariah yang terpercaya untuk mempermudah dan 
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mempercepat transaksi keuangan anda bersama kartu ATM Bank 
Aceh Syariah. jenis ATM adalah silver card dan gold card. 
Layanan ATM  juga menyediakan informasi saldo, penarikan tunai, 
pemindah bukuan antar rekening Bank Aceh Syariah, transfer antar 
bank (ATM Bersama), pembelian voucher pulsa kartu prabayar, 
pembayaran tagihan ponsel kartu pasca bayar, pembayaran 
rekening telepon, listrik, air, dan lain-lain.  
2) SMS Banking 
SMS Banking merupakan fasilitas layanan perbankan yang 
ditujukan bagi nasabah Bank Aceh Syariah agar memperoleh 
kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Pengecekan 
saldo, isi ulang pulsa, transfer antar rekening, dan lain sebagainya 
dapat dilakukan dengan mengirim sms ke 3322. SMS Banking Bank 
Aceh Syariah dapat diakses melalui kartu simPATI, AS, HALO, 
Mentari, IM3, dan Matrix. 
3) Payment Center 
Payment Center merupakan kerja sama Bank Aceh Syariah dengan 
perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk 
kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk 
penerimaan pembayaran uang kuliah, tagihan listrik, dan 
sebagainya. 
 
4) Bank Garansi iB 
Bank Garansi iB merupakan jaminan untuk membayar yang 
diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak 
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penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi 
kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Jaminan 
pembiayaan yang diterbitkan oleh bank merupakan fasilitas non 
dana (non funded facility) menggunakan akad kafalah bil ujrah. 
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BAB III 
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 
 
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 
       Kegiatan Kerja Praktik yang penulis lakukan pada PT. Bank 
Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Lampriet Kota Banda 
Aceh selama kurang lebih 47 hari kerja terhitung sejak tanggal 17 
September sampai 02 November 2018,  kegiatan kerja praktik ini 
dilaksanakan mulai dari hari senin sampai jumat, dan berlangsung 
diawali pada pukul 07.45 dengan breafing pada pagi hari dan 
diakhiri pada pukul 17.00 sore hari. Penulis melakukan banyak 
kegiatan dan didampingi langsung oleh instruktur magang yang 
ditentukan langsung oleh pihak PT. BAS KPO. Adapun kegiatan 
yang penulis lakukan selama magang adalah pada bagian 
pembiayaan komsumtif. 
       Tugas yang dilakukan penulis adalah membantu karyawan 
pembiayaan melayani nasabah yang ingin mengajukan 
pembiayaan, dan penulis juga ikut menangani nasabah yang akan 
mengambil agunan berupa SK atau emas yang telah dititipkan 
sebagai agunan kepada pihak PT. Bank Aceh Syariah KPO 
Lampriet. 
 Adapun tugas rinci yang penulis lakukan saat berada pada 
bagian unit kerja pembiayaan konsumtif antara lain: 
1. Melayani nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 
dengan didampingi langsung oleh instruktur magang 
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2. Mengantarkan Fotokopi KTP nasabah untuk pengecekan 
informasi debitur 
3. Mengecek kembali kelengkapan persyaratan administrasi 
permohonan pembiayaan 
4. Memastikan proses penandatanganan akad pembiayaan oleh 
nasabah 
5. Menregistrasikan pembiayaan yang masuk 
6. Mengambilkan nomor akad di buku register 
7. Mencatat register buku serah terima warkat pembiayaaan 
dan pensiunan  
8. Mencatat credit nota (CN) dan debit nota (DN) 
9. Mengarsipkan berkas nasabah  
 
3.2 BIDANG KERJA PRAKTIK 
       Pada saat melaksanakan kerja praktik pada PT. Bank Aceh 
Syariah KPO Lampriet, penulis ditempatkan pada bagian unit kerja 
pembiayaan konsumtif dengan jumlah karyawan enam orang dan 
satu kepala bagian pembiayaan konsumtif. Di sini penulis lebih 
tertarik untuk menggali salah satu produk pembiayaan komsumtif 
yaitu Produk Qardh Beragun Emas. 
 
3.2.1 Jenis-jenis Akad yang digunakan pada Pembiayaan   
         Produk Qardh Beragun Emas 
       Akad sendiri dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai 
pengikat (kontrak), sedangkan dalam istilah akad diartikan sebagai 
perjanjian atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) 
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dengan orang lain (yang menerima) untuk melaksanakan suatu 
perbuatan (transaksi). 
       Bank Indonesia tidak terlepas dari fatwa yang telah 
dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 
Dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 
tentang qardh dengan nasabah serta mempertimbangkan 
perkembangan produk qardh beragun emas yang semakin pesat 
sehingga berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah 
maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang qardh 
beragun emas di BUS dan UUS yang tertuang dalam SE BI No. 
14/7/DPbS (bi.go.id, 2018). 
 Dari perihal tentang surat edaran yang dikeluarkan oleh BI, 
maka PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet memulai membuat 
produk gadai emas yaitu produk qardh beragun emas yang 
diperuntukan bagi masyarakat yang mempunyai usaha atau pemilik 
badan usaha yang memiliki legalitas. Akad-akad yang digunakan 
dalam pembiayaan produk qardh beragun emas antara lain: 
1. Rahn (gadai) 
Akad Rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan 
barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Rahn secara istilah 
menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai 
jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah 
harta dimaksud sesudah ditebus. Dalam istilah Rahn 
merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, 
tanpa adanya imbalan jasa (Haroen, 2007: 251). 
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2. Qardh (pinjaman) 
Qardh secara etimologi adalah pinjaman, diartikan 
demikian karena orang yang memberikan utang memotong 
sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang 
menerima utang. 
Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat 
ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih klasik, 
qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling 
membantu dan bukan transaksi komersial (Antonio, 2011: 
131). 
3. Ijarah (sewa) 
Ijarah adalah akad yang menfasilitasi transaksi pemindahan 
hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu atas suatu barang 
atau jasa, melalui pembayaran upah/sewa tanpa pemindahan 
kepemilikan hak guna atas barang itu sendiri (Antonio, 
2011: 117). 
 
3.2.2 Mekanisme Pemberian Pembiayaan Produk Qardh 
Beragun Emas Beragun Emas Pada PT. Bank Aceh 
Syariah 
       Produk qardh beragun emas adalah salah satu produk yang 
menggunakan akad qardh dengan agunan berupa emas yang diikat 
dengan akad rahn, di mana emas yang digunakan di simpan dan 
dipelihara oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO selama jangka waktu 
tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan 
atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah. 
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       Pemberian pembiayaan produk qardh beragun emas pada PT. 
Bank Aceh Syariah KPO melibatkan beberapa fungsi, yaitu petugas 
penafsir, kabag (kepala bagian) pembiayaan, pimpinan pemasaran, 
teller, dan nasabah. Adapun dokumen yang digunakan adalah 
Fotokopi KTP/SIM, Formulir permohonan Gadai, Surat Bukti 
Gadai, Surat Keputusan Pembiayaan Gadai, Akad Gadai, dan Buku 
Tabungan Bank Aceh Syariah. Penetapan besarnya biaya 
penyimpanan dan pemeliharan agunan didasarkan pada berat emas 
dan tidak dikaitkan dengan besarnya jumlah pembiayaan yang 
diterima nasabah. Jika nilai pembiayaan telah disepakati maka 
kabag pembiayaan akan merekom dan akan diserahkan dahulu 
kepada pimpinan pemasaran untuk menyetujui pencairan. Agunan 
akan disimpan di berangkas yang telah disediakan oleh pimpinan 
bidang operasional. 
        Setelah itu pencairan akan langsung dicairkan oleh teller 
melalui buku tabungan Bank Aceh Syariah milik nasabah, 
kemudian pemotongan biaya sewa (ujrah) langsung di debit dari 
jumlah pembiayaan nasabah, bagi calon nasabah yang belum 
mempunyai buku tabungan Bank Aceh Syariah maka nasabah 
harus terlebih dahulu membukanya. 
       Setelah pembiayaan diterima oleh nasabah melalui rekening 
tabungannya, maka nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi 
pokok pinjaman pada 3 (tiga) bulan masa jatuh tempo. Apabila 
nasabah melakukan pelunasan pokok pinjaman lebih awal, maka 
biaya sewa untuk bulan depan akan dikembalikan. 
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 Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin 
melunasinya sebelum jatuh tempo, maka biaya sewa (ujrah) untuk 
bulan berlanjut akan dikembalikan kepada nasabah, inilah 
keunggulan yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah kepada 
nasabah.  
 Pelelangan terjadi apabila sudah sampai jatuh tempo dan 
petugas sudah memberi peringatan tetapi nasabah belum melunasi 
kewajibannya. Adapun fungsi yang terkait adalah petugas penafsir, 
panitia lelang, teller, dan nasabah. Formulir yang digunakan antara 
lain Surat Peringatan, Slip Pengambilan, Surat Pemberitahuan 
Eksekusi, dan Berita Acara. Petugas dan kabag pembiayaan 
membentuk panitia lelang kemudian menyerahkan agunan jatuh 
tempo kepada panitia lelang untuk ditaksir ulang. Setelah eksekusi 
panitia lelang menerbitkan berita acara. Jika terdapat kelebihan dari 
eksekusi jaminan maka menjadi hak pemilik agunan (nasabah). 
Berikut tabel 3.1 mengenai info taksiran pencairan gadai emas pada 
PT. Bank Aceh Syariah KPO Lampriet: 
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Tabel 3.1 
Info taksiran pencairan gadai emas PT. BAS KPO Lampriet 
 
Jumlah                         
Emas 
Maksimal 
Pembiayaan 
Biaya  Sewa 
Perbulan 
2 Mayam Rp3,036,000 Rp29,700 
5 Mayam Rp7,590,000 Rp74,250 
10 Mayam Rp15,180,000 Rp148,500 
15 Mayam Rp22,770,000 Rp222,750 
20 Mayam Rp30,360,000 Rp297,000 
50 Mayam Rp75,900,000 Rp742,500 
100 Mayam Rp151,800,000 Rp1,485,000 
(Sumber : Wawancara dengan Rifki Riadi petugas pembiayaan tanggal              
                30 November 2018 di PT. BAS KPO) 
 
3.2.3 Keunggulan dan Persyaratan Pembiayaan Produk Qardh 
beragun emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO 
       Adapun keunggulan pembiayaan produk qardh beragun emas 
dan persyaratan yang ditawarkan oleh BAS KPO Lampriet, antara 
lain: 
Keunggulan: 
1. Biaya sewa (ujrah) hanya Rp4.500 per 3,3 gram dalam 
jangka waktu satu bulan. 
2. Pinjaman maksimal 70% dari harga taksiran emas yang 
dijadikan sebagai agunan. 
3. Pinjaman dapat diperpanjang setelah tiga bulan apabila 
nasabah mengalami kendala pembayaran, dengan syarat 
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nasabah harus melapor pada petugas penafsir dan membayar 
biaya sewa untuk tiga bulan masa jatuh tempo selanjutnya. 
4. Penyimpanan tempat yang aman. 
5. Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin segera 
melunasinya sebelum jatuh tempo untuk bulan berlanjut akan 
di kembalikan kepada nasabah. 
6. Proses cepat dan sangat aman. 
Persyaratan: 
1. Datang langsung ke Bank Aceh Syariah 
2. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) 
3. Membawa agunan (emas) 
4. Menandatangi akad 
 
3.2.4 Prosedur Penilaian Kelayakan Pembiayaan Produk 
Qardh Beragun Emas pada PT. Bank Aceh Syariah KPO 
       Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara 
mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam 
rangka menentukan layak/tidak usaha tersebut. Untuk menentukan 
layak atau tidak suatu usaha tersebut dapat dilihat dari berbagai 
aspek. Setiap aspek untuk bisa dikatakan layak harus memiliki 
suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tak hanya 
dilakukan pada salah satu aspek saja. Penilaian untuk menentukan 
kelayakan harus didasarkan kepada seluruh aspek yang akan dinilai 
nantinya (Kasmir dan Jakfar, 2008: 6-7). 
        Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kelayakan pemberian pembiayaan harus berdasarkan aspek-aspek 
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tertentu tergantung cara perusahaan itu sendiri. Hal ini juga 
dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah KPO untuk memberikan 
keputusan layak/tidak pemberian pembiayaan untuk produk qardh 
beragun emas. 
        Penilaian dilakukan bukan hanya untuk memastikan 
pemberian pembiayaan tepat sasaran, akan tetapi untuk 
meminimalisir terjadinya risiko bilamana nasabah tidak sanggup 
untuk membayar cicilan maka dengan terpaksa agunan (emas) akan 
dilelang. Penilaian yang dilakukan yaitu dengan menguji keaslian 
emas dan seberapa murninya emas. 
       Dalam menentukan layak/tidaknya emas yang akan dijadikan 
barang jaminan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh PT. 
Bank Aceh Syariah KPO antara lain: 
1. Setiap permohonan wajib dianalisa/dievaluasi meliputi 
tujuan penggunaan pembiayaan tersebut agar pembiayaan 
yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang di 
luar syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu 
masyarakat semata atau untuk keperluan pinjaman 
mendesak lainnya. 
2. Sebelum pinjaman diberikan, penafsir tentunya akan 
melakukan penaksiran terhadap objek agunan yaitu emas. 
Penaksiran emas yang dilakukan yaitu dengan alat bantu 
seperti batu uji dan air uji. Emas akan diteteskan sedikit 
dengan air uji kemudian digesek menggunakan batu uji. 
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Setelah itu emas akan ditimbang untuk mengetahui berat 
dan jenis emas dengan timbangan elektronik khusus. 
3. Jaminan yang diterima oleh bank yaitu berupa emas 
perhiasan aksesoris, emas lantakan/batangan dan emas 
batangan bersertifikat dengan jumlah karat emas sebesar 24 
karat (emas murni 99,99%)  
4. Keputusan pemberian jumlah pinjaman merupakan 
kewenangan dari penafsir sesuai dengan hasil taksiran emas 
yang didapat. 
5. Proses penilaian pembiayaan dilakukan dengan melengkapi 
pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi 
nasaba dan hasil penaksiran emas, maka pihak bank 
memberikan keputusan pemberian/penolakan pinjaman 
dengan mencantumkannya dalam formulir permohonan. 
 
3.3 Teori yang Berkaitan 
3.3.1 Definisi Kelayakan Pembiayaan 
       Kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara 
mendalam terhadap suatu kegiatan bisnis atau usaha yang 
dijalankan, untuk mengetahui layak atau tidak layaknya suatu 
usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa keuntungan 
dan kerugian yang akan timbul dari suatu usaha tersebut (Kasmir, 
2007: 242). 
       Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-
undang Perbankan Menentukan bahwa “dalam memberikan 
kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan 
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kegiatan usaha lainnya, maka bank wajib menempuh cara yang 
tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dalam kepentingan 
nasabah yang mempercayakan dananya kepada pihak bank” (Rivai 
dan Arifin, 2010: 74). Agar penyaluran dana syariah tidak 
menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan UUS dan 
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. 
 
3.3.2 Tujuan dan Prinsip Penilaian Kelayakan 
       Penialaian kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum 
mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberapa tujuan 
sebagai berikut: 
a. Menghindari risiko kerugian. Kerugian yang akan terjadi di 
masa depan merupakan suaru ketidakpastian, ada kerugian 
yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang di luar 
perkiraan. Analisa kerugian dilakukan untuk meminimalisir 
risiko yang terjadi. 
b. Memudahkan perencanaan. Informasi yang didapat dari 
hasil analisis kelayakan pembiayaan digunakan dalam 
proses perencanaan hingga operasional usaha yang akan 
dilakukan. 
c. Memudahkan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap 
pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencana yang telah 
ditetapkan. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha 
secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa 
sektor yang di anggap kritis. 
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d. Memudahkan pengendalian. Apabila dalam proses 
pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera 
dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan 
keuntungan dapat terwujud (Kasmir dan Jakfar, 2008: 19). 
  
3.3.3 Definisi Pembiayaan 
       Pembiayaan pada dasarnya memiliki arti kepercayaan kepada 
seseorang, dengan memberikan dana kepada orang lain secara tidak 
langsung bahwa kita percaya kepada orang tersebut. Dapat 
disimpulkan, bahwa pembiayaan secara umum adalah penyaluran 
dana atas dasar kepercayaan disertai dengan perjanjian yang 
disepakati di antara dua pihak berdasarkan prinsip syariah.  
       Dalam Pemberian pembiayaan harus memiliki aturan yang 
berlandaskan prinsip syariah yang sesuai dengan hukum Islam, 
yaitu perjanjian/akad. Perjanjian pembiayaan syariah adalah 
kesepakatan/persetujuan yang tertulis antara pihak bank dengan 
nasabah yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-
masing yang terlibat di dalamnya yang sesuai dengan prinsip Islam. 
 
3.3.4 Pengertian Qardh 
 Qardh dalam bahasa Arab berasal dari kata qaradha yang 
sinonimnya qatha’a artinya memotong. Diartikan karena orang 
yang memberikan utang akan memotong sebagian dari hartanya 
untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). 
Qardh secara etimologi adalah pinjaman. 
 Pengertian qardh secara umum adalah suatu akad penyaluran 
dana oleh bank syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang 
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piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan 
dana tersebut kepada BUS atau UUS pada waktu yang telah 
disepakati. Akad qardh terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: 
a. Akad qardh yang berdiri sendiri, dengan karakterikstik 
sebagai berikut: 
1. Pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan 
untuk tujuan komersial (keuntungan). 
2. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, 
keuntungan yang disisihkan, dan atau zakat, infak, 
sedekah dan tidak boleh menggunakan pihak ketiga. 
3. Jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang 
telah disepakati. 
4. Tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam 
bentuk apapun. 
5. Nasabah dapat dikenakan biaya administrasi. 
b. Akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi 
lain yang menggunakan akad-akad mu’awadhah 
(pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk 
yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat 
dilakukan antara lain dalam produk rahn emas yaitu produk 
qardh beragun emas, pembiayaan pengurusan haji, dan lain-
lain (bi.go.id, 2018). 
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3.3.5 Ketentuan dan Landasan Hukum Qardh 
       Transaksi qardh menurut syariah haruslah memenuhi rukun 
dan syarat tertentu, antara lain: 
1) Rukun dan Syarat Qardh 
a. Rukun Qardh 
Ada beberapa rukun yang harus di penuhi dalam akad ini, yaitu: 
1. Pihak peminjam. 
2. Pihak pemberi pinjaman. 
3. Dana (qardh) atau barang yang dipinjam. 
4. Ijab kabul (persetujuan). 
b. Syarat Qardh 
Adapun syarat sah qardh, yaitu: 
1. Barang yang dipinjamkan harus barang yang memberi 
manfaat. 
2. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab 
kabul seperti halnya dalam jual beli. 
2) Landasan Hukum Qardh 
Landasan hukum yang berhubungan langsung dengan qardh 
terlampir dalam ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis, Fatwa DSN-MUI. 
a. Al-Quran
                 
 
(QS. Al-Hadid:11)
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Artinya “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu 
untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” 
b. Al-Hadis 
 
Dari Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata,“bukan 
seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) 
dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu 
Majah dan Ibnu Hibban) 
c. Fatwa DSN-MUI tentang Qardh Nomor: 19/DSN-
MUI/IV/2001 
Ketentuan umum sebagai berikut: 
1. Qardh adalah pinjaman wajib yang diberikan kepada 
nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 
2. Nasabah qardh wajib mengembalikan nilai pokok yang 
diterima dalam waktu yang sudah disepakati. 
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan 
kepada nasabah bilamana diperlukan. 
3.3.6 Definisi Agunan 
 Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah 
kepada bank dalam rangka pemberian pembiayaan berdasarkan 
43 
 
 
prinsip syariah (Ali, 2010: 152). Agunan mutlak dibutuhkan 
sebagai salah satu syarat untuk pengajuan pembiayaan kepada 
pihak bank, tetapi perlu ditekankan bahwa bank bukan lembaga 
gadai. Ada perbedaan prinsip yang sangat signifikan antara bank 
dengan lembaga gadai yang hanya menganalisis satu-satunya objek 
jaminan sebagai objek penilaian, sedangkan bank menilai agunan 
hanya salah satu objek penilaian, bukan segala-galanya. Dari sudut 
pandang bank mengeksekusi agunan adalah pilihan terakhir 
(sebagai second way out) apabila nasabah tidak dapat melunasi 
pinjaman dalam jangka waktu tertentu (Supriyono, 2011: 171). 
 Agunan digunakan untuk memperkecil kemungkinan 
terjadinya risiko ketika nasabah tidak mampu melunasi tanggungan 
dengan waktu yang telah ditetapkan, yang itu dapat merugikan 
pihak bank serta untuk melihat kemampuan nasabah dalam 
menanggung pembayaran kembali atas pembiayaan yang telah 
diterima nasabah. 
 
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 
       Saat melakukan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah             
Kantor Pusat Operasional (KPO) Lampriet Banda Aceh, penulis 
melihat kinerja pegawai terutama pada bagian unit kerja 
pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan konsumtif diperlukan 
oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan 
akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Pegawai terlebih 
dulu menanyakan untuk keperluan apa dana yang akan di dapat 
nasabah. Banyak alasan yang diberikan oleh nasabah kepada pihak 
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bank tentunya. Dari segi penglihatan penulis, biasanya nasabah 
yang meminta pendanaan banyak menggunakan alasan untuk 
merenovasi rumah atau untuk modal usaha. Hal ini dilakukan agar 
dapat menjalin kemitraan yang baik antara bank dengan nasabah. 
Selama melakukan kerja praktik, penulis melihat hubungan yang 
baik antara atasan dengan bawahan maupun antara pegawai dengan 
pegawai lainnya sangat kekeluargaan. Keadaan ini membuat 
penulis yang melakukan kerja praktik selama 47 hari tidak merasa 
canggung dengan pegawai Bank Aceh Syariah KPO Lampriet. 
Berdasarkan teori yang dipelajari dengan pelaksanaan kerja praktik 
di Bank Aceh Syariah KPO Lampriet Banda Aceh, maka terdapat 
kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik 
pada produk yang penulis telah jabarkan di atas yaitu pembiayaan 
produk qardh beragun emas. Dengan mengikat akad rahn, qardh 
dan ijarah. Akad rahn didenifisikan bahwa tidak dapat untuk 
diambil keuntungan, karena bersifat tabbaru’ saling tolong 
menolong, maka diikat dengan akad qardh dan ijarah. Akad qardh 
di sini menjelaskan bahwa bank setuju memberikan pinjaman uang 
kepada nasabah, sedangkan akad ijarah di sini menjelaskan bahwa 
nasabah setuju untuk dikenakan biaya upah sewa (ujrah) sesuai 
dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.                                                                      
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
       Kesimpulan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah penulis 
paparkan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa: 
1) Gadai Emas Syariah dengan Produk Qardh Beragun Emas pada 
Bank Aceh Syariah dengan mengikat tiga akad yaitu akad rahn 
(gadai), akad qardh (pinjaman) dan akad ijarah (sewa). Ketiga 
akad ini saling berkaitan dalam pembiayaan produk qardh 
beragun emas. 
2) Keunggulan dari Produk Qardh Beragun Emas antara lain: 
a. Biaya sewa (ujrah) hanya Rp4.500 per 3,3 gram untuk satu 
bulan. 
b. Pinjaman maksimal 70% dari harga taksiran emas yang 
dijadikan sebagai agunan. 
c. Pinjaman dapat diperpanjang setelah tiga bulan jatuh tempo 
dengan syarat harus melapor pada petugas dan membayar 
biaya sewa (ujrah) untuk tiga bulan masa jatuh tempo.  
d. Penyimpanan jaminan aman 
e. Pelunasan bisa sewaktu-waktu apabila nasabah ingin 
melunasinya sebelum jatuh tempo maka biaya sewa (ujrah) 
untuk bulan berlanjut akan dikembalikan kepada nasabah. 
3) Penilaian agunan yang berupa emas dilakukan untuk 
memastikan  pemberian pembiayaan yang tepat sasaran, 
bertujuan untuk memastikan kelancaran dalam pembayaran 
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pembiayaan (cicilan) nasabah kepada bank. Dalam menentukan 
layak/tidaknya emas yang akan dijadikan barang jaminan, ada 
beberapa tahapan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah 
KPO antara lain: 
1. Setiap permohonan wajib dianalisa/dievaluasi meliputi 
tujuan penggunaan pembiayaan tersebut agar pembiayaan 
yang diberikan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang di 
luar syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk membantu 
masyarakat semata atau untuk keperluan pinjaman 
mendesak lainnya. 
2. Sebelum pinjaman diberikan, penafsir tentunya akan 
melakukan penaksiran terhadap objek agunan yaitu emas. 
Penaksiran emas yang dilakukan yaitu dengan alat bantu 
seperti batu uji dan air uji. Emas akan diteteskan sedikit 
dengan air uji kemudian digesek menggunakan batu uji. 
Setelah itu emas akan ditimbang untuk mengetahui berat 
dan jenis emas dengan timbangan elektronik khusus. 
3. Jaminan yang diterima oleh bank yaitu berupa emas 
perhiasan aksesoris, emas lantakan/batangan dan emas 
batangan bersertifikat dengan jumlah karat emas sebesar 24 
karat (emas murni 99,99%)  
4. Keputusan pemberian jumlah pinjaman merupakan 
kewenangan dari penafsir sesuai dengan hasil taksiran emas 
yang didapat. 
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5. Proses penilaian pembiayaan dilakukan dengan melengkapi 
pengisian formulir permohonan. Berdasarkan informasi 
nasabah dan hasil penaksiran emas, maka pihak bank 
memberikan keputusan pemberian/penolakan pinjaman 
dengan mencantumkannya dalam formulir permohonan. 
 
4.2 Saran 
       Sejauh ini pelaksaan operasional dan pelayanan pada produk 
qardh beragun emas ini sangat baik namun masih terdapat 
kelemahan yaitu masih minimnya nasabah karena masih tergolong 
produk baru. Penulis berharap pada PT. Bank Aceh Syariah KPO 
Lampriet Banda Aceh tentunya dapat meminimalisir keadaan ini 
agar tentunya dapat menambah pendapatan untuk bank.  
Penulis menyarankan beberapa saran, yaitu: 
1. Produk ini lebih dikembangkan lagi karena tergolong 
produk baru. 
2. Pihak Bank Aceh Syariah KPO melakukan sosialiasi lebih 
luas lagi ke masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat 
yang datang untuk menabung dan menggunakan jasa Bank 
Aceh Syariah. 
3. Meningkatkan kualitas produk. 
4. Meningkatkan SDM untuk kemajuan operasional dengan 
adanya pelatihan terhadap petugas yang bersangkutan. 
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